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KATA PENGANTAR

Pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila menjalankan sistem
manajemen organisasi yang baik yaitu meliputi perencanaan , pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Sistem
manajemen ini telah diatur sebagai suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang
saling mendukung dan mempengaruhi.

Laporan ini memuat informasi capaian kinerja atas pelaksanaan Penetapan
Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung
Barat Tahun 2025-2029.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran
2025 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam
melakukan perbaikan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja
dimasa yang akan datang.

Lampung Barat, 18 Februari 2026
KEPALA/DINAS PENANAMAN MODAL
DAN:PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

I ;’i@; BERT PUTRA,S.ST.,M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800625 200212 1 005
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati
Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalni
Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan
Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada
dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2025, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat
Daerah dan Administrator/Fungsional Madya ( Pencapaian Sasaran /
Program ) ditahun 2025 tidak mengalami perubahan target kinerja namun

pada level target sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang mengalami

perubahan target diantaranya sub kegiatan bimbingan teknis kepada pelalku
usaha




Untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat memiliki 25 ASN (16 PNS, 2 P3K, 7 P3KPW) yang bertugas dalam
pelaksanaan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Pada pelaksanaan pencapaian sasaran tahun 2025 Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lepas dari permasalahan yang cukup
menghambat capaian kinerja Dinas, beberapa permasalahan yang terjadi
adalah kurangnya kuantitas dan Lkualitas tenaga pelayanan, belum
memadainya sarana prasarana khususnya di gedung Mal Pelayanan Publik
(MPP)}.

Pada tahun 2025 capaian kinerja realisasi investasi di Kabupaten Lampung
Barat sebesar Rp. 219.207.006.444,- dari target Rp.104.640.000.000,-
(206%) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan predikat A (
92,79) dari target A (85).

Dalam penyelesaian kinerja di tahun 2025 terdapat faktor pendukung dan
penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor pendukung yaitu
berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Adanya website DPMPTSP sebagai
sarana dalam penyebarluasan informasi penanarnan modal serta layanan
perizinan dan non perizinan, adanya Tim teknis pelayanan perizinan dan non
Perizinan. Namun ada juga faktor penghambatnya diantaranya belum semua
pelaku usaha yang wajib LKPM menyampaikan pelaporan LKPM secara
periodic, masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap
dalam mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan
masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi
layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara online, untuk
mengatasi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terus berupaya meningkatkan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha

maupun non berusaha baik secara layanan konsultasi langsung maupun

melalui media website, surat kabar, serta pelayanan perizinan keliling ke




kecamatan-kecamatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan musrenbang

kecamatan disetiap tahunnya.

Lamp ng Barat, 18 Februari 2026

......... k.I(IV/b)
NIP.19800625 200212 1 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan
Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur
pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat,
capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan tujuan dan sasaran daerah, melainkan keselarasan
dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan

Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,

terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
1
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dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian
kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, serta Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 24 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten

Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu;

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Satu Pintu;

4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
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5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas dipimpin oleh Ir. Robert
Putra, S.T.,M.T yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat
struktural serta pejabat fungsional sebagai mana dalam struktur organisasi

di bawah ini :

e — I —
S f—— e |
[ }..__H_,____. dicann SN

L] Sumber Data Perbup No. 24 Tahun 2023 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPTSP

D. PERAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan
implementasi komitmen Kabupaten Lampung Barat sebagai wilayah
konservasi, literasi dan tangguh bencana. Sebagai wilayah konservasi,
pembangunan ekonomi harus memberi dukungan terhadap pelestarian
lingkungan baik alam maupun budaya, hal ini tercermin dari peluang
investasi yang dapat dikembangkan berupa potensi pertanian, perkebunan,

kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan dan energi serta sektor

pariwisata.
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Adapun tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang

menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu S (Lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

|
|
Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai
berikut :
Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
Indikator : Persentase peningkatan investasi
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai
berikut
1.Meningkatnya Iklim Penanaman f\/lodal yang Kondusif

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

2. Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tujuan, Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Barat

Terwujudnya Persentase 6%
iklim peningkatan
mnvestasl
nvestasl [y feningkatnya | Nilai Rupiah | 104640, | 25.000. | 26.250. | 27.693. | 29.355.
yang Ticlim - - 000.000 |000.000,| 000.000, | 750.000- | 375.000,-
. Penanaman |Investasi
ki
ompetitif |\, 4alyang |PMA/PMDN
Kondusif
Meningkatnya |Indeks Predikat 85 92,0 93 94 94,50
Kemudahan |Kepuasan
Pelayanan Masyarakat
Perizinan (IKM)

. Sumber Data Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada

permasalahan- permasalahan sebagaimana berikut:

1. Terbatasnya sarana layanan Gedung Layanan (MPP)

2. Belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi informasi secara
online

Pertukaran informasi pangkalan data antar instansi belum valid

Belum meratanya sektor penanaman modal

Intensitas promosi peluang investasi masih rendah

o @ & W

Belum tersedianya RDTR sebagai acuan kepastian tata ruang untuk

investasi

7. Belum optimalnya data realisasi investasi dikarenakan Masih kurangnya
kesadaran investor menyampaikan LKPM

8. Belum tersedianya data potensi investasi yag lengkap dan dapat diakses oleh

calon investor

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka disimpulkan isu strategis
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

5
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Belum optimalnya realisasi investasi pada setiap sektor di Kabupaten

Lampung Barat

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas

hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai
berikut :

10.

13,

12.

13.
14.

Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar menjadi
profesional ;

Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan ;

Dukungan sumber dana yang memadai ;

Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang
konsisten.

Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan
perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan
masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.

Adanya inovasi-inovasi dalam menarik investor baik melalui promosi,
penyelenggaraan klinik investasi.

Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan jaringan
pendukung pelayanan perizinan online dan mensosialisasikan pelayanan
perizinan melalui media elektornik dan cetak kepada masyarakat.
Mengkoordinasikan penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan dengan SOP teknis terkait.

Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan tim teknis perizinan dan
non perizinan kabupaten.

Peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non
perizinan.

Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada
perusahan yang berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat.

Meningkatkan promosi investasi daerah.

Penambahan dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.
Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan

masyarakat.
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15.

16.

17.

Menfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah
dengan investor atau pengusaha besar.

Mendorong upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung
perkembangan iklim investasi.

Mendorong upaya meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung

perkembangan iklim investasi.
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A.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun
melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran
dari Tujuan serta Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki
oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu S
(Lima) tahun yaitu dari tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang
simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025 - 2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat
dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana
Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD
untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat dimuat program
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan
Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat merujuk pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten
Lampung Barat, dimana berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada
Sasaran RPJMD Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi dengan
salah satu indikatornya “Nilai Investasi “. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun
2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan yaitu : Terwujudnya iklim investasi
yang kompetitif , dengan 2 (dua) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Untuk mencapai tujuan serta sasaran tersebut DPMPTSP

melaksankan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Perizinan Investasi dengan arah
kebijakan Penyusunan kebijakan terkait iklim pengembangan
Penanaman Modal serta kebijakan yang mengatur promosi
Penanaman Modal, hal ini diturunkan dalam program
Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indicator Jumlah
Kebijakan dan atau Peraturan Perundang-undangan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

b. Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan
pembangunan dengan arah kebijakan meningkatkan investasi
melalui promosi hal ini diturunkan dalam Program Promosi

Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan
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Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal (berdasarkan Renstra DPMPTSP).

2. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Untuk mencapai
tujuan serta sasaran tersebut DPMPTSP melaksanakan strategi,
sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik;

b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur;

c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung
pelayanan perizinan dengan arah kebijakan kebijakan sebagai
berikut :

- Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh

tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Hal ini diturunkan dalam Program Pelayanan Penanaman
Modal (dengan indikator persentase Perizinan dan Non
Perizinan yang terbit dengan Standar Layanan) serta program
rutin Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Indikator Nilai SAKIP OPD).

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, berikut uraian
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KABUPATEN LAMPUNG BARAT

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 :

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Program Promosi

Penanaman Modal

Program Pelayanan
Penanaman Modal

Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Program Pengelolaan Data
dan Sistem Informasi
Pelayanan Modal

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat
Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang

Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

* Sumber Data DPA DPMPTSP tahun 2025 yang telah diolah oleh TIM Penyusun LKjIP DPMPTSP
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Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.
Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada
dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029, dokumen Rencana
Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2025, Pelaksanaan Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Kepala Perangkat
Daerah dan Administrator/Fungsional Madya (Pencapaian Sasaran |/
Program) ditahun 2025 tidak mengalami perubahan target kinerja namun
pada level target sub kegiatan ada sub kegiatan yang mengalami perubahan
target yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan
Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub kegiatan Jasa Surat Menyurat, Sub kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor, Sub kegiatan
Pemantauan,analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko, Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Sub
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Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha serta Sub Kegiatan

Pengawasan Penanaman Modal.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja dan Kerangka

Pendanaan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2025
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Iklim Penanaman |Nilai Realisasi Investasi RPOOI(??)(?(?O
Modal yang Kondusif PMA/PMDN '
2  |Meningkatnya Kemudahan Indeks Kepuasan Masyarakat 85
Pelayanan Perizinan (IKM)

. Sumber Data Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP Tahun 2025
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 2.3
Kerangka Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2025
DPA
Uraian Indikator RKA PPAS DPA Murni
Perubahan
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN 2.681.117.070, 2.342.672.000 | 2.105.490.898
Nilai SAKIP -
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan 40.771.800, 36.494.000,00 26.841.800
Perangkat Daerah
Perencanaan,
Jumlah Dokumen
Penganggaran, dan
o Penganggaran Daerah
Evaluasi Kinerja .
yang Disusun
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Administrasi Jumlah Orang yang
Keuangan Perangkat | Menerima Gaji dan 1.897.710.600 | 1.783.502.698
Daerah Tunjangan ASN {2)'220'708'07
Administrasi Barang | Jumlah rencana
Milik Daerah Pada | kebutuhan barang 7.072.000 7.543.000 2.593.000
Perangkat Daerah milik daerah SKPD
Administrasi Jumlah Dokumen
Kepegawaian Monitoring,Evaluasi,d 24.327.000 24.325.000 22.410:000
Perangkat Daerah an Penilaian Kinerja
Pegawai
Administrasi Umum | Jumlah Paket
Perangkat Daerah Komponen Instalasi 152.266.200 10%.766.000 89.041.000
Listrik /Penerangan
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Bangunan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang

Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang

Disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan

Tamu

Jumlah

Penyelenggaraan

Laporan

Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya

yang Disediakan

35.000.000

28.000.000

28.000.000,00

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah

Penyediaan Jasa Surat

Laporan

Menyurat

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

vang Disediakan

Jumlah

Penyediaan Jasa

Laporan

Pelayanan Umum
Kantor yang

Disediakan

131.162.000

121.073.400

100.642.400

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan

69.810.000

[
117.760.000

82.460.000
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dibayarkan Pajak dan

Perizinannya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara /Direhabilit

asi

PROGRAM PROMOSI | Persentase
PENANAMAN MODAL | Peningkatan Investor 1.936.388.432 450.000.000 0
yang Berinvestasi
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Hasil Kegiatan 1.936.388.432 450.000.000 0
Promosi Penanaman Promosi Penanaman
Modal yang Modal
Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota
PROGRAM Persentase Perizinan
PELAYANAN dan Non Perizinan 447.550.000 JTDR69.800 298.773.600
PENANAMAN MODAL | yang Terbit sesuai
dengan standar
layanan
Pelayanan Perizinan || Jumlah Pelaku Usaha
dai Noh Petigitian 447.550.000 370.969.800 398.773.600

Secara Terpadu Satu

Pintu Di Bidang
Penanaman Modal
Yang Menjadi

Kewenangan Daerah
Kabupaten /Kota

yang Mendapatkan
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegerasi Secara
Elektronik

Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Mendapatkan
Pemantauan
Pemenuhan
Komitmen Perizinan

Berusaha dan Non-
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EnE=
Perizinan Penanaman
Modal
PROGRAM ' Persentase Kebijakan
PENGEMBANGAN dan/atau Peraturan 0 84.944.500 76.160.000
IKLIM PENANAMAN || Perundang-undangan
MODAL Pengembangan Iklim
Penanaman Modal
Pembuatan Peta || Jumlah Perda/Perbub
Potensi Investasi | RUPM 0 84.944.500 76.160.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM Persentase pelaku AR50
PENGENDALIAN usaha yang . L 125.318.000 81.560.500
PELAKSANAAN menyampaikan
PENANAMAN MODAL | laporan pada tahun
N-1
Pengendalian Jumlah Pelaku Usaha
Pelaksanaan yang Mendapatkan 315.345.000 125.318.000 81.560.500
Penanaman Modal || Pemantauan
yang menjadi | Pelaksanaan
hewstengan dastah Penanaman Modal
kabupaten /kota
Jumlah Pelaku Usaha
yang
Mendapatkan
Pembinaan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
Usaha yang
Melakukan Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pengawasan
PROGRAM Persentase Layanan
PENGELOLAAN Data dun Inforaias 34.000.200 34.000.000 14.585.000

DATA DAN SISTEM

Perizinan dan Non
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S == ==

INFORMASI Perizinan Yang
PENANAMAN MODAL || Dapat Diakses dan

Dipublikasikan

Melalui Media

Publikasi Website

DPMPTSP
Pengelolaan Data dan || Jumlah Data dan
Informasi  Perizinan || Informasi Perizinan 24:080.200 34.000.000 14.585.000
daa Hanp er?zman dan Non Perizinan
Fing terintegras pacs Berbasis Sistemn
tingkat daerah
kabupaten,/kota Pelayanan Perizinan

Berusaha

Terintegrasi Secara

Elektronik yang

Diolah, Dikaji dan

Dimanfaatkan

Jumlah Total 5.414.400.702 | 3.407.904.300 | 2.676.569.998

i

’

e Sumber Data RKA PPAS,DPA Murni,DPA Perubahan TA. 2025 DPMPTSP yang
telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP
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Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertuang
didalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025 - 2029, yang
berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Lampung Barat. Adapun target kinerja Dinas dapat dilihat didalam table

berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

TUJUAN SASARAN Target 2025

Terwujudnya iklim investasi Meningkatnya Iklim

o Penanaman ° Modal yang
yang kompetitif Kondusif Rp. 104.640.
i 000.000,-
Meningkatnyd Kemudahan
Pelayanan Perizinan
85

° Sumber Data Renstra DPMPTSP 2025-2029
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BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena

menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi

dalam mencapai

tujuannya tergantung pada pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada

dalam organisasi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah pegawai dengan

perincian sebagai berikut :
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1.
2.
3.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): 2 Orang

: 16 Orang

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKFW) : 7

Orang
Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki — Laki 11
2 Perempuan 14
e Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP
DPMPTSP
Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 v 1
2 11 14
3 II 1
4 IX 1
5 \Y% 1

Ket. 7 orang P3KPW tanpa golongan
e  Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP

DPMPTSP
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Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah
1 Eselon II.b 1
2 Eselon Ill.a 0
3 Eselon IV.a 1
4 Fungsional Madya 0
5 Fungsional Muda 6
6 Fungsional Pertama 4
6 JFU /Pelaksana 13
e  Sumber Data Absensi DPMPTSP Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP
DPMPTSP

Berdasarkan rekapitulasi dokumen evaluasi jabatan tahun 2024 jumlah
kebutuhan pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yaitu 64 orang, dimana di Tahun 2025 jumlah ASN di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 25 orang ini artinya
kebutuhan pegawai masih kurang 39 orang, khususnya untuk jabatan
sekretaris, fungsional madya di Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Subtansi Penanaman Modal.

Analisis Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan
pelayanan publik khususnya sektor perizinan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat adalah tersedianya
sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas. Untuk meningkatkan
pelayanan publik yang terintegrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah
membentuk Mal Pelayanan Publik yang telah diresmikan oleh Kemendagri
secara virtual pada tanggal 12 Desember 2025.
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Tabel 3.4
Analisis Sarana dan Prasarana

NO URAIAN JUMLAH KET

1 Kendaraan Roda 4 3

2 Kendaraan Roda 2 8

3 Komputer 22 3 Rusak
4 Laptop 9

S Proyektor

6 Meja Kerja 21

7 Kursi 41

8 Filing Kabinet

9 Lemari Kayu

10 | Telepon 1

11 Papan Pengumuman 1

12 | Sofa 1

13 | Kursi tunggu 2

14 | Meja front office 1

15 | Meja Rapat 1

16 | Absen Retina 2

17 | Brankas 1

18 | Meja Rapat 1

18 | Gedung /Kantor 2

19 |CCTV 3

20 | APAR 5]

e Sumber Data Daftar Investaris Barang Tahun 2025 yang telah diolah oleh tim penyusun LKjIP DPMPTSP

Secara umum sarana prasarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu telah memadai, namun untuk mendukung layanan di mal

pelayanan public lebih optimal masih diperlukan sarana pendukung layanan

seperti meja, kursi tunggu dll.
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C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025
memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.407.904.300,- yang kemudian mengalami
perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.676.569.998,00 yang artinya
mengalami pengurangan pagu anggaran sebesar Rp 731.334.302,-.
Pengurangan pagu anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Lampung Barat dikarenakan adanya efisiensi anggaran serta
ditiadakannya program promosi penanaman modal adapun rincian belanja
setelah perubahan terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai
Rp.1.747.564.898,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.675.558.100,-) serta Belanja
Modal Rp.253.447.000,-.
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BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

A. TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT 2025

Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu memastikan hasil
pencapaian kinerja pegawai sebagai dasar penyesuaian
pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai
dengan memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat nomor 11
Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

sebagai dasar pemberian TPP.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telah

melaksanakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai
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dengan produktivitas kinerja serta disiplin kerja (daftar kehadiran dan Sasaran

Kinerja Pegawai /SKP) selama bulan januari s/d desember 2025.

4
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B. CAPAIAN KINERJA

Investasi di sektor riil merupakan pondasi utama dalam menggerakkan roda
perekonomian karena melibatkan penempatan modal pada aset fisik yang
produktif, seperti pembangunan pabrik, pembukaan lahan pertanian, hingga
ekspansi usaha di bidang jasa. Berbeda dengan investasi sektor keuangan yang
seringkali bersifat abstrak, investasi ini memberikan dampak langsung berupa
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output barang atau jasa di
masyarakat. Dengan menyentuh aspek produksi secara langsung, sektor riil
menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara yang paling nyata dan

berkelanjutan.

Secara umum Penanaman Modal terbagi menjadi dua kategori utama
berdasarkan sumber modalnya: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA melibatkan masuknya modal dari investor
luar negeri atau perusahaan internasional ke dalam pasar domestik, yang tidak
hanya membawa kucuran dana, tetapi juga transfer teknologi, keahlian
manajerial, dan akses ke jaringan pasar global. Di sisi lain, PMDN mengandalkan
kekuatan modal dari warga negara Indonesia atau badan usaha lokal untuk
membangun kemandirian ekonomi.

Dalam rangka untuk mengukur capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025, maka hasil capaian kinerja
pada tahun 2025 akan dibandingkan dengan capaian kinerja pada 2 tahun
sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024.

a. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif

Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang pertama yaitu
Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dengan Indikator
Jumlah Investasi PMA/PMDN” di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dapat dilihat melalui
grafik sebagai berikut:
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Grafik 4.1

Perbandingan Capaian Kinerja

JUMLAH TARGET DAN REALISASI INVESTASI

2025; |

‘ 2024; | 1219.207.006.444 |

. liszonaeimanl i —s
sacg \

s 2025;

Realisasi Investasi (Milyar)

; 99.750.000.000 ‘ 104.640.000.000

Target Investasi (Milyar)

Sumber: Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Berdasarkan grafik di atas realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat
meningkat dari tahun 2023 s.d 2025 dimana tahun 2023 mencapai Rp119,7
miliar (126% dari target), dan trend positif ini berlanjut hingga tahun 2024
dengan capaian menembus Rp187,2 miliar (187.7% dari target). Memasuki
akhir tahun 2025, catatan investasi bahkan dilaporkan sebesar
Rp.219.207.006.444,- jauh melampaui target Renstra yang ditetapkan
(206%) yang didapat dari realisasi Investasi sampai dengan Triwulan IV, pada
28 Pelaku Usaha Non UMK (PMDN : 25 Pelaku Usaha, PMA : 3 Pelaku Usaha)
serta 19 Pelaku Usaha UMK.

Meningkatnya realisasi investasi di tahun 2025 ini salah satu
program/kegiatan utama yang mendukungnya yaitu program pengendalian
penanaman modal dengan 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu Pengawasan
Penanaman Modal, Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, dan
penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha

dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Dimana kegiatan pengawasan penanaman modal adalah upaya untuk
memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis
resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. DPMPTSP
ditahun 2025 memfokuskan pengawasan terhadap pelaku usaha yag memiliki
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kewajiban menyampaikan LKPM. Telah dilakukannnya kepada 23 Pelaku
usaha yang terdiri dari berbagai sector usaha diantaranya:
ESDM,Perdagangan,Pembangkit tenaga listrik, perikanan dan
konstruksi.Pengawasan ini melibatkan tim teknis pada setiap masing-masing

sector sesuai kewenangannya.

Kemudian telah dilaksanakannya pembinaan atau pendampingan kepada
100 pelaku usaha berupa bimbingan teknis/sosialisasi Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (Pelaporan LKPM) dalam rangka meningkatkan kualitas
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha kepada dua
puluh lima (25) pelaku usaha serta bimbingan teknis/sosialisasi
implementasi perizinan / pengawasan perizinan berusaha kepada tujuh puluh
lima (75) pelaku usaha. Tindak lanjut dari inspeksi lapangan/pengawasan
serta pendampingan kepada pelaku usaha bila masih ditemukan
permasalahan dan hambatan atau adanya pengaduan dari masyarakat/
kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha maka dilaksanakannya kegiatan
penyelesaian permasalahan yang melibatkan pelaku usaha, tim teknis sesuai
kewenangannya dan masyarakat di tahun 2025 kegiatan/sub kegiatan ini
menargetkan 6 kegiatan usaha terealisasi 7 kegiatan usaha yang

terselesaikan permasalahanya.

Dokumentasi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
daerah Kabupaten/Kota

Dok. Pengawasan Penanaman Modal
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Dok. Bimtek Perizinan
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Dok. Rapat Penyelesaian Permasalahan

o o s 'aQUNG BAR
UPA‘E\_L—/
- =

Dok. Rapat Penyelesaian Permasalahan
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Tabel 4.2

PETA LINTAS FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal
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Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaky usaha|

DPMPTSP.02.05. CFM.01
e
Bamscanamadn —_— Patusinin
OPMPTSP - ot Donacts — T | -
LG
DINKES Sxagnan Sy !
-+ SN EG
DISDIKBUD | Saaatfeardans |
| diemsas |
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DISBUNAK dradin s |
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DISKAN |
DISKOPERINDAG i
DINAS TPH
Lo| Panpmmsan
Inspektorat Koz
Menerma
Bupah — | Laam

Berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang No 25 Tahun 2007 Setiap Pelaku
Usaha berkewajiban membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Berdasarkan Peraturan Menteri investasi dan Hilirilasasi (BKPM) Nomor 5
Tahun 2025 Ilaporan memuat tentang perkembangan realisasi dan
pemenuhan kewajiban Penanaman Modal dan disampaikan oleh Pelaku
Usaha dalam LKPM melalui Sistem OSS. Pelaku Usaha wajib menyampaikan
LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB.
Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud memuat data tentang realisasi
Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau
jasa, pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU, pemenuhan
kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal, dan kendala
yang dihadapi Pelaku Usaha. Nilai realisasi investasi diperoleh dari Laporan
Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha
setiap periode. Berikut merupakan data 5 sektor usaha terbesar dalam

realisasi investasi 2025.
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Tabel 4.3
Sektor usaha terbesar dalam realisasi investasi

E-;.?

B
=K - JuK -
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e
R X Vo

33M

2.2M

o o [
&

13.1M

Sumber: Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan
ketentuan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil (Modal Rpl M - Rp5
M) setiap 6 (enam) bulan atau semester dan bagi Pelaku Usaha dengan skala
usaha menengah dan besar (Modal >Rp5 M) setiap 3 (tiga) bulan atau
triwulan. Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, LKPM berfungsi sebagai
sarana komunikasi dua arah yang vital antara investor dan pemerintah.
Dengan melaporkan perkembangan usahanya—baik secara triwulan maupun
semesteran—pelaku usaha secara langsung membantu pemerintah dalam
merumuskan kebijakan yang lebih pro-investasi serta memberikan solusi atas
hambatan yang ditemui. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban ini
dapat berimplikasi serius, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan
izin usaha, sehingga integritas dalam pelaporan menjadi kunci utama bagi

keberlanjutan dan legalitas operasional perusahaan di masa depan.

Melalui laporan ini, pelaku usaha mendokumentasikan perkembangan
realisasi investasi secara berkala, mulai dari penyerapan tenaga kerja,
perolehan mesin, hingga kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Kewajiban
ini berlaku bagi pelaku usaha skala kecil, menengah, hingga besar sebagai
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bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam memanfaatkan ruang

investasi yang telah disediakan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha
mikro dan/atau kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada
anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD). Berikut merupakan rekapitulasi realisasi investasi

tahun 2025 berdasarkan periode pelaporan.

Tabel 4.4
Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2025
NO | PERIODE UMK (Rp.) NON UMK TOTAL
PELAPORAN (Rp.)
PMA (Rp.) PMDN (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1. | Triwulanl E
9,622,978,-| 13,769,870,542,- | 13,779,493,520,-
2. Triwulan II/
Semester [ 20,151,000,000,- | 166,980,332,442,-| 5,416,601,975,- | 192,547,934,417,-
3. | Triwulan I - 2,327,275,842, -
1,108,797,906,- | 1,218,477,936,-
4. | Truwulan IV/ 9,865,000,000,- 0 10,552,302,665, -
Semester II 687,302,665,
Grand Total 30,016,000,000,- | 168,098,753,326, 21,092,253,118,-| 219,207,006,444,-

e  Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025

Dari data LKPM yang disampaikan oleh Pelaku Usaha Non UMK, total
realisasi investasi yang sudah masuk ke Kabupaten Lampung Barat
sebesar Rp.189.191.006.444,- sementara untuk realisasi investasi yang
dari Pelaku Usaha UMK sebesar Rp. 30.016.000.000,-

1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berusaha memberikan kemudahan bagi
investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat dengan
meningkatkan layanan penanaman modal dalam bentuk pembinaan kepada
pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi
pelaku usaha, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua
aplikasi perizinan dan melaksanakan promosi penanaman modal melalui

website,instagram guna mempromosikan potensi-potensi unggulan dan
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produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Selain hal
tersebut dilaksanakan pemantauan /pengawasan penanaman modal untuk
meningkatkan nilai kepatuhan pelaku usaha dalam hal melaksanakan

kewajibannya melalui program pengendalian penanaman modal.

2. Analisis Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Belum semua pelaku usaha yang wajib LKPM menyampaikan pelaporan LKPM
secara periodik menjadi salah satu faktor penghambat keberhasilan sehingga
realisasi investasi tidak tercatat, dikarenakan Pelaku usaha belum memahami
bagaimana mencatat nilai rencana investasinya, serta belum meratanya
pelaku usaha yang memperoleh pembinaan/pendampingan terkait

penanaman modal dikarenakan terbatasnya anggaran.

b. Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan

Selanjutnya, Hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran yang kedua yaitu
"Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan” di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat tahun 2025
dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perbandingan Capaian Kinerja
i Indéks '
Kepuasan .
1 Predikat
Masyarak 82 92,69 113 85 92,79 109
at (IKM)

e  Sumber Data Hasil Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2025

Berdasarkan data dari table diatas hasil realisasi IKM di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
mengalami peningkatan dalam periode 2024-2025. Hal ini disebabkan salah
satunya karena adanya dukungan system online yang terintegrasi elektronik

sehingga dapat memudahkan proses pelayanan perizinan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara mandiri melalui
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tim pelaksana survey kepuasan masyarakat di Subtansi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) terhadap responden pemohon/pelaku usaha yang telah
dilayani. Masyarakat pelaku usaha dapat mengakses Survey melalui link.:
1.https:/ /pmptsp.lampungbaratkab.go.id/

2.https:/ /forms.gle/09Pmun4ZZ6 MADMhAR

3.barcode dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
4 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada Januari -
Desember 2025, Daftar pertanyaan yang disusun mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 tahun 2017, terdapat 11 (Sebelas) unsur yang relevan, valid dan
reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat, (9 unsur sesuai PermenpanRB No.14 Tahun 2017 serta
2 unsur sesuai arahan MCP KPK) 11 unsur tersebut adalah :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian

Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetesi Pelaksana

Perilaku Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

e o N ook W R

Sarana dan Prasarana
10.Transparasi Layanan

11.Integritas
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Formulasi untuk mengitung Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai
berikut :
Total dart Nilai Persepsi Per

KM = Unsur Nilai
‘ Penimbang

Total Unsur vang tensi

NILAI PERSEPSI,NILAI INTERVAL,NILAI KONVERSI (NIK),MUTU PELAYANAN DAN KINERJA

UNIT PELAYANAN
NILAI NILAI NILAI MUTU KINERJA UNIT
PERSEPSI INTERVAL KONVERSI PELAYANAN PELAYANAN
(NIK)

1 1,00-2,5996 25,00-64,99 D Tidak Baik

2 2,60-3,064 65,00-76,60 c Kurang Baik

3 3,0644- 3,532 | 76,61-88,30 B Baik

4 3,5324-4,00 88,31-100,00 A Sangat Baik

Selama periode Januari s.d Desember 2025 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Lampung Barat telah melakukan empat kali
survey kepuasan masyarakat, survey tersebut dilakukan kepada 606 orang.
Adapun selama empat kali melakukan survey tersebut didapatkan nilai IKM
sebagai berikut :

Tabel 4.6
Realisasi IKM Tahun 2025
Periode Survey Nilai Konversi Mutu Pelayanan
Januari sd Maret 92,53 A
April sd Juni 92,96 A
Juli sd September 92,86 A
Oktober sd Desember 92,78 A

Dari empat kali melakukan survey kepuasan masyarakat didapatkan nilai rata-
rata kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat sebesar 92,79 atau secara mutu pelayanan berpredikat A (Sangat Baik).
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Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa unsur penilaian
terendah dan tertinggi yaitu:
1. Unsur nilai terendah:

[] Sarana dan prasarana: 90

[ Waktu pelayananan: 91

2. Unsur paling tinggi:

| Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan (97)

[ Integritas(94)
Aspek Sarana dan Prasarana merupakan isu yang paling sering disorot oleh
masyarakat terutama gedung MPP yang belum memadai sehingga sarana dan
prasarana belum optimal dalam mendukung kenyamanan pelayanan perizinan
disemua sector. Sedangkan nilai koefisien terhadap waktu pelayanan rendah
namun pelaksanaan layanan perizinan telah sesuai dengan SOP yang telah

ditetapkan.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) salah satu
program/kegiatan utama yang mendukungnya yaitu program pelayanan
penanaman modal dengan 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu:

1. Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berbasis
resiko terintegrasi secara elektronik melalui sistem perizinan berbasis
resiko terintegrasi secara elektronik, dengan indicator Jumlah Pelaku Usaha
yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik target : 2.200 pelaku
usaha terealisasi sebanyak 1.939 pelaku usaha (88%) jumlah dengan dokumen
perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan mencapai 2.691 dokumen dari
seluruh kanal layanan perizinan yang tersedia. Dalam praktik pelayanan, satu
pelaku usaha dapat mengajukan dan memperoleh beberapa jenis perizinan
dan/atau nonperizinan secara bersamaan atau bertahap, seperti Nomor Induk
Berusaha (NIB), izin operasional, izin lokasi, izin lingkungan, serta Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG). Hal ini menyebabkan jumlah dokumen yang terbit
lebih besar dibandingkan jumlah pelaku usaha yang dilayani yang menjadi salah

satu tidak tercapainya target sub kegiatan ini.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian

Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada
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Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jenis

kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang didelegasikan meliputi:

a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko berKBLI (Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia): 1245 jenis

b. Perizinan Berusaha non KBLI: 39 jenis

c. Perizinan Nonberusaha non KBLI: 6 jenis

d. Nonperizinan: 6 jenis

Sejak tanggal 7 Agustus 2021, layanan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan
melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 dialihkan ke aplikasi
Online Single Submission Risk Based Aproach (OSS-RBA) sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Layanan Perizinan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui 4 (Empat)
aplikasi yaitu:

1. Aplikasi OSS-RBA https://oss.go.id

Aplikasi SiCantik Cloud.go.id

SIMBG pada link https://simbg.pu.go.id/

w N

-

mppdigital.go.id

Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sepanjang Tahun 2025

W OS5 FR, a1% ] Si=2im

Lo Eoer S

G SICANTIK 106
SIMBG + SLF

MPP Digital 424

S N

£

Pelayanan perizinan menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada platform
digital terintegrasi, di mana penggunaan aplikasi OSS (Online Single
Submission) mencapai angka tertinggi sebesar 79%. Sementara itu, kontribusi
kanal lainnya terlihat lebih tersegmentasi dengan MPP Digital yang
menyumbang 16% dari total aktivitas, disusul oleh aplikasi Si Cantik sebesar

4%. Sektor perizinan spesifik untuk bangunan gedung dan kelaikan fungsi
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melalui aplikasi SIMBG dan SLF mencatatkan porsi 1%, mencerminkan adanya

spesialisasi platform dalam ekosistem perizinan yang semakin terdigitalisasi

Berikut merupakan rekapitulasi jumlah layanan perizinan dan non perizinan
dengan total rekapitulasi yang terbagi dalam empat fase strategis. Pada Triwulan
I layanan cukup tinggi, yang kemudian diikuti oleh stabilisasi pada Triwulan II
dengan angka yang sedikit menurun. Memasuki Triwulan III, terjadi kenaikan
yang cukup signifikan, hingga akhirnya ditutup pada Triwulan IV dengan
tahun 2025

mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu

penurunan jumlah layanan. Secara keseluruhan, data

pintu.

Realisasi penerbitan perizinan berusaha dan non berusaha di tahun 2025 dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Realisasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
No JENIS LAYANAN JUMLAH LAYANAN JUMLAH
TRIWULAN 1 | TRIWULAN 2 | TRIWULAN 3 | TRIWULAN 4
1. L1OSS 477 451 825 371 2.130
2 | SICANTIK 40 27 20 19 106
3 | SIMBG +5LF 9 11 4 5 31
4 | MPP Digital 123 61 110 130 424
PERTRIWULAN 649 550 959 525 2.691
JUMLAH 2.691

Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025 yang telah diolah oleh Tim
Penyusun LKjIP

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan
penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut
diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang
lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka
disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan

Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
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melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas
penetuan responden ditentukan berdasarkan jumlah populasi penerima layanan
(jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Telayanan Terpadu Satu berdasarkan periode 1 Januari -31 Desember
2025.

Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis
resiko pada subkegiatan ini menargetkan 150 pelaku usaha yang memperoleh
layanan konsultasi terealisasi 203 Pelaku Usaha (135%). Layanan konsultasi
dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media website,medsos (IG,WA)
serta rapat pendampingan akses layanan aplikasi OSS RBA untuk penerbitan
Sertifikat Laik Higienie Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha Sentra Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lampung
Barat dan kunjungan lapangan monitoring izin oprasional beberapa sekolah di

kabupaten Lampung Barat.

. Pemantauan,analisis,evaluasi,dan pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko indicator Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan,
analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas
daerah kabupaten/kota target : 35 kegiatan usaha realisasi 60 kegiatan usaha
(171%). Kegiatan ini dimulai dengan rapat koordinasi bersama tim teknis yang
melibatkan Perangkat Daerah teknis untuk menentukan NSPK pelaksanaan survey
lapangan, pelaksanaan survey bersifat isidentil sesuasi dengan pegajuan
permohonan izin dari pelaku usaha kemudian tim berkomunikasi untuk
menetukan jadwal dalam pelaksanaan kunjungan lapangan, dilokasi tim
meninjau,mengecek/membuktikan kesesuaian kegiatan usaha berdasarkan
ketentuan/aturan yang berlaku, jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian
administrasi ataupun fisik /sarpras yang belum sesuai dengan ketentuan maka tim
memberikan catatan untuk proses perbaikan kemudian jika pelaku usaha telah
memenuhi semua persyaratan dan telah melakukan perbaikan berdasarkan

catatan tim maka izin yang dimohon dapat disetujui dan diterbitkan.
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Dokumentasi
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

Dok. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di MPP
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Dok. rapat pendampingan akses layanan aplikasi OSS RBA untuk penerbitan Sertifikat
Laik Higienie Sanitasi (SLHS) bagi pelaku usaha Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi
(SPPG) dapur makan bergizi gratis (MBG)

Dok. Survey lapangan
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1. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini adalah :

1. Berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Dukungan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat
lunak (aplikasi)

3. Adanya website DPMPTSP sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi
penanaman modal serta layanan perizinan dan non perizinan

4. Adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

5. Telah diresmikannya mal pelayanan public (MPP)
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2. Analisis Faktor - Faktor Penghambat Keberhasilan

Masih adanya paradigma sebagian masyarakat yang menganggap dalam
mengurus perizinan merupakan sesuatu hal yang sulit dikarenakan
masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi
layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia/secara online, sarana
prasarana gedung MPP yang masih terbatas, Belum tersedianya jabatan
fungsional ahli madya penata perizinan serta masih kurangnya jabatan

fungsional penata perizinan, baik ahli pertama maupun ahli muda.

B. PERBANDINGAN KINERJA
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada tahun
2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Kinerja
SASARAN INDIKATOR 2024 2025
Meningkatnya
Iklim Penanaman Jumlah Investasi
187.253.670.764 219.207.006.444
Modal yang PMDN/PMA
Kondusif

Meningkatnya

Kemudahan Indeks Kepuasan

92,69 92,79
Pelayanan Masyarakat (IKM)
Perizinan

e  Sumber data Buku Profil Layanan Perizinan dan realisasi Investasi 2025 yang telah diolah oleh
Tim Penyusun LKjIP

Berdasarkan data dari tabel diatas pada sasaran (1) Meningkatnya Iklim
Penanaman Modal yang Kondusif, hasil capaian kinerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada
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Tahun 2025 mengalami peningkatan realisasi investasi sebesar
Rp.31.953.335.680,- dari capaian realisasi investasi dari tahun 2024 .

Sementara untuk sasaran (2) Meningkatnya Kemudahan Pelayanan
Perizinan hasil capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan pada
kualitas pelayanan perizinan yang dapat dilihat dari IKM Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan karena adanya
pengalihan pelayanan perizinan ke Mal Pelayanan Publik serta adanya
dukungan sistem online yang terintegrasi secara elektronik sehingga dapat

memudahkan proses pelayanan perizinan.

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional & Provinsi

Lampung

Secara nasional Kementerian Investasi/BKPM menargetkan kepada Provinsi
Lampung jumlah realisasi investasi sebesar Rp 180 Milyar untuk Kabupaten
Lampung Barat dengan capaian realisasi investasi di Kabupaten Lampung
Barat pada tahun 2025 sebesar Rp. 219,207,006,444,- sehingga dapat
disimpulkan bahwa realisasi investasi terhadap target BKPM/Provinsi

Lampung mencapai 121 %.

4. Benchmarking
Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi di tahun 2025 untuk
Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 180 Milyar. Capaian kinerja DPMPTSP
Tahun 2025 dengan berpedoman pada target investasi dari provinsi
melampaui target yang telah ditetapkan baik dari realisasi investasi yang
mencapai 121% maupun indeks kepuasan masyarakat penerima layanan
sebesar 92,79 dengan predikat A berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat
dengan 606 responden penerima layanan berdasarkan Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik.
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C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai program, kegiatan
dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin setelah
perubahan sebanyak 5 (Lima) program dan jumlah kegiatan termasuk
kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah
Sub kegiatan termasuk Sub kegiatan rutin setelah perubahan sebanyak 34
sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2025 untuk Belanja Operasi setelah
2.676.569.998,00
2.508.834.560,- atau 93,73 persen, sementara untuk capaian kinerja seluruh

perubahan sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp.

sub kegiatan yang dilaksanakan rata-rata tercapai 100 %.

Realisasi penyerapan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai

berikut :
Tabel 4.9
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2025
ANGGARAN REALISASI Bertambah/Berkurang
URAIAN
JUMLAH (Rp.) JUMLAH (Rp.) Rp %
BELANJA DAERAH 2.676.569.998,00 | 2.508.834.560,00 167.735.438,00 93,73%
Program Penunjang 93,31%
Urusan Pemerintahan | 3 105.490.898,00 | 1.964.636.812,00 140.854.086,00
Daerah
Kabupaten/Kota
Perencanaan, 26.841.800,00 97,97%
Penganggaran, dan 26.296.000,00 545.800,00
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen 18.486.000,00 97,05%
Perencanaan
Perangkat Daerslh 17.941.000,00 545.000,00
Koordinasi dan 975.000,00 100,00%
Penyusunan RKA- )
SKPD 975.000,00
Koordinasi dan 100,00%
Penyusunan 990.000,00
Dokumen Perubahan 990.000,00 -
RKA-SKPD
Koordinasi dan 100,00%
Penyusunan DPA- 1.020.000,00
SKPD 1.020.000,00 -
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Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

1.043.000,00

1.043.000,00

100,00%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.330.000,00

1.330.000

100,00%

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.997.800,00

2.997.000

800

99,97%

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

1.753.502.698

1.624.856.458

128.646.240

92,66%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1.747.564.898,00

1.618.919.458

128.645.440

92,64%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

1.624.000,00

1.624.000

100,00%

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/Se
mester SKPD

3.135.000,00

3.135.000

100,00%

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

1.178.800,00

1.178.000

800

99,93%

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

2.593.000,00

2.593.000

100,00%

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

2.593.000,00

2.593.000

100,00%

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

22.410.000,00

22.410.000

100,00%

Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

2.410.000,00

2.410.000

100,00%

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

20.000.000,00

20.000.000

100,00%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

89.041.000

89.029.502

11.498

99,99%

Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor

3.062.000,00

3.062.000

100,00%

Penyediaan Barang
Cetak dan
Penggandaan

7.540.000,00

7.540.000

100,00%
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Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Fasilitas Kunjungan
Tamu

6.300.000,00

6.240.000,00

6.300.000

6.240.000

100,00%

100,00%

Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

65.899.000,00

65.887.502

11.498

99,98%

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

28.000.000,00

28.000.000

100,00%

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

28.000.000,00

28.000.000

100,00%

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100.642.400

93.414.289

7.228.111

92,82%

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

1.054.000,00

1.054.000

100,00%

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

22.295.000,00

15.179.389

7.115.611

68,08%

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

77.293.400,00

77.180.900

112.500

99,85%

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

82.460.000

78.037.563

4.422.437

94,64%

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

65.100.000,00

60.677.563

4.422.437

93,21%

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

7.910.000,00

7.910.000

100,00%

Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

9.450.000,00

9.450.000

100,00%

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

76.160.000

75.169.640

990.360

98,70%

Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

76.160.000

75.169.640

75.169.640

97,66%

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten /Kota

76.160.000

75.169.640

990.360

98,70%
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PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

398.773.600

S

373.072.614

25.700.986

93,55%

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu
Pintu dibidang
Penanaman Modal
yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten Kota

398.773.600

373.072.614

25.700.986

93,55%

Penyediaan Pelayanan
Perizinan Berusaha
melalui sistem
perizinan berusaha
berbasis resiko
terintegrasi secara
Elektronik

356.858.800

331.865.939

24.992.861

93,00%

Penyediaan dan
pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan
berusaha berbasis
risiko

10.532.400

9.904.400

628.000

94,04%

Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan
pelaporan di bidang
perizinan berusaha
berbasis risiko

31.382.400

31.302.275

80.125

99,74%

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

81.560.500

81.456.919

103.581

99,87%

Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal
yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

81.560.500

81.456.919

103.581

99,87%

Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang
dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan
Kegiatan Usahanya

8.705.000

8.702.380

2.620

99,97%

Bimbingan Teknis
kepada Pelaku Usaha

57.215.500

57.115.499

100.001

99,83%

Pengawasan
Penanaman Modal

15.640.000

15.639.040

260

99,99%

PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL

14.585.000

14.498.575

86.425

99,41%

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan
dan Non Perizinan
yangTerintegrasi

14.585.000

14.498.575

86.425

99,41%
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pada Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi
Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan 14.585.000 14.498.575 86.425
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

99,41%

*  Sumber data laporan realisasi anggaran TA. 2025 yang telah diolah oleh Tim Penyusun LKIP

Efesiensi Sumber Daya
Realisasi anggaran di tahun 2025, untuk mencapai sasaran pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Tabel 4.10
Efesiensi Sumber Daya

NO SASARAN ANGGARAN REALISASI % KET.

1 Meningkatnya Rp. 172.305.500,- Rp. 171.125.134 ,- 99 % Realisasi
Tklim capaian kinerja
Penanaman fisik sebesar 206
Modal yang %
Kondusif

2 Meningkatnya Rp. 2.504.264.498,- Rp. 2.337.709.426,- 87% Realisasi
Kemudahan capaian kinerja
Pelayanan fisik sebesar
Perizinan 109%
TOTAL Rp. 2.676.569.998,- | Rp. 2.508.834.560,- | 93%

Sasaran 1 “Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif” dengan
realisasi capaian fisik sebesar 206 % , dengan penyerapan anggaran untuk
sasaran 1 sebesar 99 %.

Sasaran 2 “Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan” dengan realisasi
capaian fisik sebesar 109 % , dengan penyerapan anggaran untuk sasaran 2
sebesar 87 %

Selama tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya efesiensi antara

lain :
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(=

Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Sarana dan Prasarana kerja seperti penggunaan listrik, lampu, komputer,
digunakan saat jam kerja dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.

3. Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan

4. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional
dilaksanakan secara rutin

5. Penggunaan sumber daya anggaran secara efektif dan efesien guna

mendukung capaian sasaran OPD.

PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat bermanfaat
bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat. Dengan adanya laporan ini maka dapat dipergunakan sebagai
bahan evaluasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada tahun berjalan, sehingga dapat dijadikan bahan acuan untuk

pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya.
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BABV
PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja
sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat

dijelaskan sebagai berikut :

e Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 206%

e Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 109 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 sasaran tersebut, secara umum
telah mencapai target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dalam Tahun
Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung
Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung
Barat Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan sebesar Rp. 2.676.569.998,00,-
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.508.834.560,- (93,73%).

Hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan
kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Kabupaten Lampung Barat.
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B. FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1.

Berjalan efektifnya koordinasi antar pegawai dilingkup Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dukungan sarana dan prasarana baik perangkat keras maupun perangkat
lunak (aplikasi)

Ketepatan antara perencanaan dengan pelaksanaan dan ketersediaan data
pendukung dalam proses perencanaan kinerja

Adanya website DPMPTSP sebagai sarana dalam penyebarluasan informasi
penanaman modal serta layanan perizinan dan non perizinan

Adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

C. PERMASALAHAN

Selain faktor pendukung ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target

sasaran yang ditetapkan yaitu :

1.

Belum tersedianya jabatan fungsional madya baik di jabatan fungsional
Penata Perzinan dan jabatan fungsional penata kelola penanaman modal
Terbatasnya sarana prasarana Gedung Layanan (MPP)

Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mengalami 4 (empat) kali pergantian pimpinan tinggi pratama sehingga ritme
kegiatan sedikit terganggu.
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D. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam menghadapi kendala yang dialami, dan untuk meningkatkan capaian

kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dimasa datang , ada beberapa hal upaya yang perlu dilakukan:

1.

Perlu ditingkatkan koordinasi dan sinkronisasi tentang perencanaan dan
pelaksanaan program dengan pihak terkait baik dengan Pemerintah

Kabupaten,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

. Melakukan Inovasi secara berkelanjutan dalam perencanaan dan evaluasi

kinerja

Meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelibatan instansi terkait
dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah

Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam perizinan
dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal

Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan tim teknis perizinan dan

non perizinan kabupaten.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak

terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil

bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung

Barat.

Lampu g Barat, 18 Februari 2026
'AEA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

rbind T (IV/b)
NIP. 19800625 200212 1 002
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Tabel. I

Lampiran I
Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025
Target Kinerja Sasaran Akumulatif
No Tujuan Indikator Kinerja | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja = & N“‘“’" J"";"
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya Kepala Dinas
Kualitas Pelayanan Meningkatnya Penanaman Modal
1 Publik Sektor ;‘d"k:r:;g:‘&‘f;; Kualitas Pelayanan E::k:r:;;’t“gg{"] 85 85 85 85 dan Pelayanan
Perizinan ay Perizinan Y Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
) ) Kepala Dinas
Meningkatnya . Meningkatnya .
2 Pertumbuthan Nilai [JUTish [ovestasi |5, 4 mbuhan Jumlah Investasi | o 55 000 000,000 | Rp 50,000,000,000 | Rp 75,000,000,000 | Rp 104,640,000,000 |Fcnanaman Modal

Investasi Daerah

PMDN/PMA

Investasi Daerah

PMDN/PMA

dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Liwa,

6 Januari 2025

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

P - n Terpadn Satu Pintu,
/4‘1 A kg ST
& > AN

il




Lampiran I

Tabel 2

Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode 2023 - 2026

‘Tahun 2025
N Sasaran Strategis Program ! Pr Indikator Program lMPw nlaﬁtl “":W Heassuhien
o = Penanggung Jawab
Target Target
1 [Memingkatoya Buslitis Trw 1 = 79.5 Trwl=  Rp 636,240,677
Pelayanan Perizinan PROGRAM PENUNJANG ersedi Dt
URUSAN Ummd‘mpe”'“ SuE Trw 2 = 79.5 Trw2= Rp 1,318,812,501
PEMERINTAHAN Msdaldi Lanisura Bk Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretaris Dinas
DAERAH  rmemay Trw 3= 79.5 Trw3=  Rp 1827,976,195
KABUPATEN/KOTA YO
Trw 4 = 79.5 Trw 4 = Rp  2,342,672,000
Trw 1 = 100 % Trw 1= Rp 184,426,400
izl Trw 2 = 100 % Trw 2 = R 279,098,900
PROGRAM PELAYANAN |Meningkataya kualitas || e ocritase Perizinan dan Non - JTrw i ¥ Analis Kebijakan Ahli
PENANAMAN MODAL layanan Periotiun yarg Teshit stainl Madya
pelay dengan standar layanan Trw 3 = 100 Y% Trw 3 = Rp 331,699,800 )
Trw 4 = 100 % Trw 4 = Rp 370,969,800
2 Meningkatnya )
Parhimbhan Tovssta Trw 1 10 % Trw 1 Rp 2,542,000
Daerah
PROGRAM Persentase Kebijakan dan/atau |Trw 2 = 10 % Trw 2 = Rp 8,669,500
Meningkatnya Minat Peraturan Perundang- Analis Kebijakan Ahli
PENGEMBANGAN IKLIM |~ i PMDN/PMA  |und Pengem! IKklim Madya
PENANAMAN MODAL Benananin Madal Trw 3 = 20 %o Trw 3 = Rp 83,932,000
Trw 4 = 20 % Trw 4 = Rp 84,944,500
Trw 1 = 10 Yo Trw 1 = Rp 2
Trw 2 = 15 % Trw 2 = Rp 450,000,000
PROGRAM PROMOSI Meningkatnya Minat Persentase Peningkatan Minat Analis Kebijakan Ahli
PENANAMAN MODAL Investsasi PMDN/PMA Investasi Madya
Trw 3 = 15 % Trw 3 = Rp 450,000,000
Trw 4 = 15 %o Trw 4 = Rp 450,000,000
Trw 1 = 85 % Trw 1 = Rp 32,543,500
FROORAM Meningkatnya Upaya Persentase pelaku usaha yang Frwi2 = 85 G Trwwi2 = Rp 105,438,000 : o <
PENGENDALIAN . = la Analis Ke n Ahli
PE ANAAN Pengendalian menyampaikan laporan pada . . " e " 3R Gt Madya
LAKS, " 3 W3 = W3 = ' B N
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal tahuhn N-1 P
Trw 4 = 85 % Trw 4 = Rp 125,318,000
Trw 1 = 100 % Trw 1 = Rp 3,777,500
P o D
ianv 2= 1 %% Trw 2 = R 14,155,000 : o F
PENGELOLAAN DATA Tersed.lar'l}a Data dan Perizirian Yang Dapat Diakses Trw 00 o ™ p Analis Kebijakan Ahti
DAN SISTEM Informasi Penanaman dan Dipublikasi Melalui Madya
INFORMASI Modal g = 5 Trw 3 = 100 %, Trw 3 = Rp 21,122,500
PENANAMAN MODAL Media Publikasi Website
DPMPTSP
Trw 4 = 100 % Trw 4 = Rp 34,000,000

Liwa, 6 Januari 2025

Penanaman Modal,

Pit. Kepala Dinas

N ‘I 1

16 199402 1 002

@ﬁ' fl‘}q;ndlﬂlﬂ-tn Pintu Kabupaten Lampung Barat




Lampiran III

Tabel 3

Evaluasi Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Periode 2023-2026

Tahun 2025
Kegiatan Indikator Kegiatan
Hineia Pes triwnian Aknsouiatif | omwugen Rac titsmian
Akumnlatif Nama Jabatan
No Sasaran Strategis Program i
Penanggung Jawab
1 PROGRAM Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
2 Trw 1 = 3 Doku Trw 1= R 444
PENUNJANG URUSAN |Penganggaran, dan Perangkat Daerah 2ed e i P 15444000
PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Perangkat| Trw 2 = 6 Dokumen Trw 2 = Rp 18,444,000
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA Trw 3 = 9 Dokumen Trw 3 = Rp 19,254,000
Trw 4 = 11 Dokumen Trw 4 = Rp 20,054,000
Jumiah Dokumen Penganggaran |y, ) _ 1 Dokumen Trwl=  Rp 1,100,000
Daerah yang Disusun
Trw 2 = 2 Dokumen Trw 2 = Rp 2,730,000
Sckretaris
Trw 3 = 3 Dokumen Trw 3 = Rp 4,439,000
Trw 4 = 5 Dokumen Trw 4 = Rp 8,105,000
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
v 1= = R %
Perangkat Daerah i - lapotan el »
Trw 2 = 3 Laporan Trw 2 = Rp 3,745,000
Trw 3 = 7 Laporan Trw 3 = Rp 6,850,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 8,335,000
Administrasi Keuangan Jumlah Orang yang Menerima B
Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN Trw 1 = 18 Orang Trw 1 = Rp  500,609.577
Trw 2 = 18 Orang Trw 2 = Rp 1,043,864,401
Trw 3 = 18  Orang Trw 3 = Rp 1,456,963,295
Trw 4 = 18  Orang Trw 4 = Rp 1,887,745,600
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil [Trw 1= 0 Laporan Trw 1 = Rp -
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Trw 2 = 0 Laporan Trw 2 = Rp =
Trw 3 = 0 Laporan Trw 3 = Rp =
Trw 4 = 1 Laporan Trw 4 = Rp 3,090,000
Jumlah Laporan Keuangan Sekretaris
Bulanan/Twirulanan/ Semesteran Trw 1 = 4 Laporan Trw | = Rp 3,360,000
SKPD dan Laporan Koordinasi
Peiyusunan Laporan Keunngan  |pr 5 = 8  Laporan Trw2=  Rp 3,475,000
Bulanan/Twirulanan/Semesteran
SKPD
Trw 3 = 14 Laporan Trw 3 = Rp 4,335,000
Trw 4 = 17 Laporan Trw 4 = Rp 4,460,000




Kegiatan Indikator Kegiatan
Kinerja Per triwalan Aknmulatif . P
No Sasaran Strategis = &
Penanggung Jawab
Target Target
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Reliasasi Trw 1= 0  Dokumen Trw 1 = Rp =
Anggaran
Trw 2 = 1 Dokumen Trw 2 = Rp 2,415,000
Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 2,415,000
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 2,415,000
Administrasi Barang Milik |Jumlah rencana kebutuhan
Daerah Pada Perangkat barang milik daerah SKPD Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - Sekretaris
Daerah
Trw 2 = 1 Dokumen Trw 2 = Rp 5,518,000
Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 6,530,500
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 7,543,000
Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen
Perangkat Daerah Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian [T 1 = o Dokumen Trw 1 = Rp -
Kinerja Pegawai
Trw 2 = 1 Dokumen Trw 2 = Rp 2,885,000
Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 2,885,000
Trw 4 = {  Dokumen [Trw4=  Rp 4325000 Yo d 0y,
Jumlah Pegawai Berdasarkan Trw 1 = Trw 1 = Rp - .
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 0  Orang Sckretaris
{idi d: lati
Pendidikan dan Pelal han = e " 16,000,000
2 Orang
Trw 3 = Trw 3 = Rp 20,000,000
4 Orang
Trw 4 = Trw 4 = Rp 20,000,000
4 Orang
Administrasi Umum Jumlah Paket Komponen Instalasi | Rp 1,772,000
Perangkat Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Trw 1= 1 Paket Trw 1 =
Kantor yang Disediakan >
" R 1,772,000
Trw 2 = | Paket Trw 2 = B
Rp 3,062,000
Trw 3 = 2 Paket Trw 3 =
Rp 3,062,000
Trw 4 = 2 Paket Trw 4 =
Jumlah Paket Barang Cetakan | = Pk - Rp 3,270,000
dan Penggandaan yang Vit L et Foi 1
Disediakan Rp 8,880,000
Trw 2 = 2 Paket Trw 2 =
Rp 13,770,000
Trw 3 = 4 Paket Trw 3 =
Rp 18,210,000
Trw 4 = 4 Paket Trw 4 =
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan . 6 i Rp 1,575,000
dan Peraturan Perundang- Trw 1= Dokumen Trw 1=
Undangan yang Disediakan Rp 3,150,000
Trw 2 = 6 Dokumen Trw 2 =
Sekretaris




Hale Pt e Moo Aumalatit Nama Jabatan
No Sasaran Strategis P Saseadl
R 4,725,000
Trw 3 = 6 Dokumen Trw 3 = P
R 6,300,000
Trw 4 = 6 Dokumen Trw 4 = P
Jumlah Laporan Fasilitasi B L w Rp -
: Kunjungan Tamu Tl e 8 Laporan Dt =
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Trw 2 = 6 Liporin w2 = Rp 2,085,000
Perizinan
R 4,050,000
Trw 3 = 9 Laporan Trw 3 = P
Rp 6,360,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 =
Jumlah Laporan Penyelenggaraan rw 1= 3 - ] & Rp 6,845,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi | ' @ poran Wi =
SKPD R 52,689,000
Trw 2 = 6 Laporan Trw 2 = P i
Rp 64,649,000
Trw 3 = 9 Laporan Trw 3 =
R 75,834,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = 2
Pengadaan Barang Milik |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin = . .
Daerah Penunjang Urusan | Lainnya vang Disediakan Trw N Unit el Rp 28,000,000
Sl Trw 2 = 3 Unit Trw2=  Rp 28,000,000
Sekretaris
Trw 3 = 3 Unit Trw 3 = Rp 28,000,000
Trw 4 = 3 Unit Trw 4 = Rp 28,000,000
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa B Trw 1 =
Penunjang Urusan Surat Menyurat Wil 3 Lepomsn =g 600,000
Pemerintahan Daerah Trw 2 =
Trw 2 = 6 Laporan Rp 1,260,000
Trw 3 =
Trw 3 = 9 Laporan Rp 1,260,000
Trw 4 =
Trw 4 = 12 Laporan Rp 1,960,000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Trw 1 =
Komunikasi, Sumber Daya Air dan|"W 1 = 3 laperan Rp 5,730,000
Listrik yang Disediakan Trw 2 =
Trw 2 = 6 Laporan Rp 11,770,000
Trw 3 = Sekretaris
Trw 3 = 9 Laporan Rp 17,500,000
Trw 4 =
Trw 4 = 12 Laporan Rp 22,615,000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Trw 1 = ~
Pelayanan Umum Kantor yang Trw 1 = 3 Laporan Rp 22,265,100
Disediakan Trw 2 =
Trw 2 = 6 Laporan Rp 42,610,100
Trw 3 =
Trw 3 = 9 Laporan Rp 72,328,400
Trw 4 =
Trw 4 = 12 Laporan Rp 96,498 400
Pemeliharaan Barang Jumlah Kendaraan Dinas Trw 1 =
Trw 1 = 3 Unit Rp 42,400,000

Milik Daerah Penunjang

Tiriean Pemerintahan

Operasional atau Lapangan yang

Minelihara dan dihavarkan Paial




Roatan Indikator Kegiatan Por Eeuangan Per triwulan
Kinerja triwulan Aknmulatif
Akumulatif Nama Jabatan
Sasaran Strategis Program Penanggung Jawah
Target Target
e e e
S} Trw 2 =
Daerah tan Pesizannye Trw 2 = 6  Unit Rp 59,000,000
Trw 3 =
Trw 3 = 8 Unit Rp 77,600,000
] Trw 4 =
Trw 4 = 10 Unit Rp 100,400,000
Jumlah Peralatan dan Mesin Trw 1 =
Lainnya yang Dipelihara Trw 1 = 1 Unit Rp 270,000
3 Trw 2 =
Trw 2 = 5 Unit Rp 5,070,000 Skretari
. Trw 3 =
Trw 3 = 9 Unit Rp 7,910,000
Trw 4 =
Trw 4 = 11 Unit Rp 7,910,000
Jumlah Gedung Kantor dan _ : Trw 1 =
Bangunan Lainnya yang Trw 1= 0 Unit Rp )
Dipelihara/Direhabilitasi -
Trw 2 = 2 Unit Rp 9,450,000
. Trw 3 =
Trw 3 = 2 Unit Rp 9,450,000
Trw 4 =
Trw 4 = 2 Unit Rp 9,450,000
e -
Pelayanan Perizinan dan  |Jumlah Pelaku Usaha yang
Non Perizinan Secara Mendapatkan Pelayanan Perizinan |Trw 1 = 800 Pelaku Usaha |[Trw 1 = Rp 171,441,400
Terpadu Satu Pintu Di Berusaha melalui Sistem
Bidang Penanaman Modal |Perizinan )
s Meedad Kewanangan| Berusaba Berbasis Risiko Trw 2 = 1200 Pelaku Usaha [Trw2=  Rp 243,055,900
Daerah Kabupaten/Kota |Terintegrasi secara Elektronik
Trw 3 = 1800 Pelaku Usaha |Trw 3 = Rp 280,614,800
Trw 4 = 2200 Pelaku Usaha |Trw 4 = Rp 309,394,800
Jumiah Kegiatan Usaha yang Kegiatan
mendapat pemantauan, analisis, |Trw 1= 10 Usaha Trw 1 = Rp 7,245,000
evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risiko Kegiatan
PROGRAM Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |Trw2= 14 - Trw2=  Rp 21,538,000 R ;
& . . ) Usal Analis Kebijakan Ahli
PELAYANAN bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Madya
PENANAMAN MODAL Usaha Kegiatan
Trw 3 = 18 Trw 3 = Rp 31,985,000
Usaha
Trw 4 = 25 :‘J"g"’ml:“ tw4=  Rp 38,575,000
Jumlah Pelaku usaha yang ) Kegiatan
Memperoleh Layanan Konsultasi  |Trw 1 = 25 Usaha Trw 1 = Rp 5,740,000
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha Kegiatan
Berbasis Risiko Terintegrasi HEwidies 50 U:‘:a Trw2=  Rp 14,505,000
secara Elektronik
Trw 3 = 100 t‘:‘:;a" Trw 3 = Rp 19,100,000
Trw4= 150 |legatan Trwd=  Rp 23,000,000

Usaha




Kegiatan Indikator Kegiatan
n.Rnc Ahm?:;tll‘ N: Jabatan
ama
Sasaran Strategis Program
Target Target
Pembuatan Peta Potensi  |Jumlah Peraturan Daerah (Perda) - _
Investasi Rencana Umum Penanaman Trw-1 = b Dloien Trwr L= Rp 2,042,000
P?]_ggﬂmm\n Kabupaten/Kota Modal Daerah Kabupaten/Kota Trw 2 = 0 Dokumen Trw 2 = Rp 8,669,500 | Analis Kebijakan Ahli
PENANAMAN MODAL Trw 3 = Dokumen Trw 3 = Rp 83,932,000 Madya
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 84,944,500
Penyelenggaraan Promosi |Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan _ B
P Modalyang  |Promasi Pena 0. Modal Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp -
PROGRAM PROMOSI :';“I’:f‘;:b“fx‘o’“m‘g‘m Kabupaten/Kota Trw 2 = I Dokumen  |Trw2=  Rp 450,000,000 | Analis Kebijakan Ahli
PENANAMAN MODAL Trw 3 = I Dokumen Trw 3 = Rp 450,000,000 Madya
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 450,000,000
Pengendalian Pelaksanaan |Jumlah Penyelesaian Trw 1 = 1 Kegiatan Trw 1 = Rp 2,590,000
Penanaman Modal yang  |Permasalahan Usaha
|menjadi kewenangan dan Hambatan yang dihadapi Trw 2 = 2 Kegiatan Trw 2 = Rp 8,590,000
daerah kab ten/kota Pelaku Usaha dal
2 tpeten i Cath See nes Usaha Analis Kebijakan Ahli
merealisasikan —
Kegiatan Usahanya Trw 3 = 4 Kegiatan Trw 3 = Rp 17,110,000 Madya
Usaha
Trw 4 = 6 Kegiatan Trw 4 = Rp 18,990,000
Usaha
Jumlah Kegiatan Usaha dari Trw 1= Trw 1 = Rp 29,133,500
50  Pelaku Usaha
Pelaku
Meningkatnya PROGRAM Usaha yang Telah Dianalisa dan [ o = 100 Pelaku Usaha |Trw 2= Rp 87,408,000
Jumlah Investasi di |F LN GENDALIAN Diverifikasi Data, Profil dan = —
- " PELAKSANAAN Informasi Kegiatan Usaha dari |17 3 = 100 Pelaku Usaha |Trw3 = Rp 87,408,000
PENANAMAN MODAL Pelaku Trw 4 = Rp 87,408,000
Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Trw 4 = 100  Pelaku Usaha
BCES Analis Kebijakan Ahli
Jumlah kegiatan usaha dari Trw 1 = G Kegiatan Trw 1= Rp 820,000 Madya
pelaku usaha yang telah dianalisa Usaha
dan diverifikasi data profil dan Trw 2 = Kegiatan Trw 2 = Rp 9,440,000
informasi kegiatan usaha dari 3 Usaha
pelsiny dilaklam gvaluas Trw 3 = Kegiatan Trw3d = Rp 16,230,000
penilaian kepatuhan pelaksanaan 8 U
izinan berusaha
pen Trw 4 = 1, Kegatan Trw4 = Rp 18,920,000
Usaha
Pengelolaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Trw 1 = Trw | = y ~
PROGRAM Informasi Perizinan dan  |Perizinan Berbasis Sistem 0 Dekumen Rp 3,777,500
PENGELO[:AAN DATA Ronm yang Pelayanan Pcl_'xzman ) Trw 2 = 0 Dokumen Trw 2 = Rp 14,155,000 is Kebijakan Ahli
DAN SISTEM terintegrasi pada tingkat |Berusaha Terintegrasi secara - - Madya
INFORMASI daerah kabupaten/kota  |Elektronik yang Diolah, Dikaji dan| "% 5 ~ 0 Dokumen Trw3d=  Rp 21,122,500 :
PENANAMAN i = =
MODAL Rirmar{atkan Trw 4 1 Dokumen . Rp 34,000,000
Liwa, 6 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas
Penanaman Modal dan L Tex u-Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
< A
N |

el




Lampiran IV
Tabel 4
Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Periode 2023-2026

Tahun 2025
Eeuangan Per triwulan
Sasaran Sub Kinerja Per triwnlan Akumulatif Intif ama
No | Sasaran Strategls Progrem Ragiatan Bab Kegintan Keglatan Indtkntor Seb Regtatan re:mg::. .iﬁ.:.
L Target Target
1 =eui.n¢nt:nyn PROGRAM Perencanaan, Penyusunan Dokumen Tersusunya Dokumen [Jumlah Dokumen Perencanaan |Trw 1 = 3 Dokumen Trw 1 = Rp 18,444,000 |Kasubbag Umum &
Kualitas Pelayanan | PENUNJANG URUSAN |Penganggaran, dan Perencanaan Perangkat Perencanan SKPD SKPD Perencanaan
Perizinan PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Daerah Trw 2 = 6 Dokumen Trw 2 = Rp 18,444,000
DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/EOTA Trw 3 = 9 Dokumen Trw3= Rp 19,254,000
Trw 4 = 11 Dokumen Trw 4 = Rp 20,054,000
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Dokumen [Jumiah Dokumen RKA-SKPD  |Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Dokumen RKA-SKPD RKA-SKPD dan dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan
Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA- Trw 2 = 1 Dokumen Trw2= Rp 1,630,000
Koordinasi SKPD
Penyusunan Trw 3 = 1 Dokumen Trw3= Rp 1,630,000
Dokumen RKA SKPD
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 2,130,000
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Dokumen |Jumlah Dokumen Perubahan |Trw 1 = 1 Dokumen Trw 1 = Rp 1,100,000 |Kasubbag Umum &
Dokumen Perubahan RKA-  |Perubahan RKA—S.KPD RKA-S.KPD dan Laporan Hasil oo 1 Dokamen Trw 2 = Rp 1,100,000 Perencanaan
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Kooidiriasi Dokurhen Perubahan RKA- Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 1,600,000
Penyusunan SKPD Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 2,100,000
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Dokumen [Jumlah Dokumen DPA-SKPD  |Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
DPA-SKPD DPA-SKPD df\n dan Laporan Hasil Koordinasi [roms— 0 Dokumen Trw2 -  Rp — |Perencanaan
Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-
Koordmasi SKPD Trw 3 = 0 Dokumen Trw 3 = Rp -
Penyusunan Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 1,850,000
|Koordinasi dan Penyusunan [Tersedianya Dokumen [Jumlah Dokumen Perubahan |Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA—S.aKPD DPA-S'KPD. dan Laporan Hasil === 2 Dokiarien Trw2= Rp —|Perencanaan
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Koordinasi Dokumen Perubahan DPA- Trw3 = 1 Dokumen Trw3= Rp 1,209,000
Penyusunan SKPD Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 2,025,000
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Laporan |Jumlah Laporan Capaian Trw 1 = 0 Laporan Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Laporan Capauan Kinerja dan Capt‘aian ane_lja t:lan Kine-rja dan o Trw 2 = 0 Laporan Trw2=- Rp —|Perencanaan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD Kinerja SKPD dan dan Trw 3 = 1 Laporan Trw3 = Rp 2,330,000
Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi Trw 4 = 1 Laporan Trw 4 = Rp 2,590,000
Evaluasi Kinerja Perangkat  |Terlaksananya Jumlah Laporan Evaluasi Trw 1 = 0 Laporan Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Daerah Evaluasi Kinerja Kinerja - — Perencanaan
Perangkat Daera Perangkat Daerah w2 = 3 Laporan Trwi2= Rp 3,745,000
Trw 3 = [ Laporan Trw 3 = Rp 4,520,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 5,745,000
Administrasi Keuangan |Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan |Jumlah Orang yang Menerima |Trw 1 = 18  Orang Trw 1= Rp 500,609,577 |Analis Keuangan Pusat /
Perangkat D h Tunj; n ASN Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Trw 2 = 18 Orang Trw 2 = Rp 1,043,864,401 Daerah
Trw 3 = 18  Orang Trw3 =  Rp 1,456,963,295
Trw 4 = 18 Orang Trw 4 = Rp 1,887,745,600
Koordinasi dan Penyusunan |Tersedianya Laporan |Jumlah Laporan Keuangan Trw 1 = 0 Laporan Trw 1 = Rp - |Analis Keuangan Pusat /
Laporan Keuangan Akhir Keuangan Akhir Akhir Tahun SKPD dan Lapora Daerah
Tahun SKPD Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan  |Trw 2 = 0 Laporan Trw2= Rp -
Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun|Trw 3 = 0 Laporan Trw 3 = Rp -
e SEED: Trw 4 = T Laporan Trw4=  Rp 3,090,000
Pepvusunan Laporan




Eeuangan Per triwnlan

Sasaran Sub Kinerja Per triwnlan Akumulatif Bama Jabatan
No | Sasaran Strategis Kegiatan Sub Kegiatan Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Akumulatif et R
Target Target
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Laporan |Jumlah Laporan Keuangan Trw 1= 4 Laporan Trw 1 = Rp 3,360,000 |Analis Keuangan Pusat /
Laporan Ke\.‘:angan Keuangan ‘ Bulanan/Twirulanan/Semester [-oms B Laporan Trw2= Rp 3,475,000 Daerah
Bul /Triwulanan/Semest |Bulanan/Triwulanan/ |an SKPD dan Laporan
eran SKPD Semesteran Koordinasi Penyusunan Trw 3 = 14  Laporan Trw3= Rp 4,335,000
SKPD dan Laporan Laporan Keuangan Trw 4 = 17 Laporan Trw 4 = Rp 4,460,000
Penyusunan Pelaporan dan Tersedianya Dokumen [Jumlah Dokumen Pelaporan Trw 1 = 0 Daokumen Trw 1 = Rp - |Analis Keuangan Pusat [
Analisis Prognosis Realisasi Pt!a}:.vn.ran dan ) dan Analisis Prognosis Reliasasi [[oorm ™ 1 Dolamen Trw 2 = Rp 2,415,000 Daerah
Anggaran Analisis Prognosis Anggaran
Reulisasi Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 2,415,000
Anggaran Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 2,415,000
Administrasi Barang Penyusunan Perencanaan Tersusunnya Jumlah Dokumen rencana Trw 1= 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Milik Daerah Pada Kebutuhan Barang Milik Dokumen kebutuhan barang milik daerah [F==mm 1 Dokt Tw2- Rp 5,518,000 Perencanaan
Perangkat Daerah Daerah SKPD Perencanaan SKPD
Kebutuhan Barang Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 6,530,500
Milik Daerah SKPD Trw 4 = 1 Dokumen Trw4= Rp 7,543,000
Administrasi Monitoring, Evaluasi dan Terlaksananya Jumlah dokumen monitoring, |Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Kepegawnian Perangkat |Penilaian Kinerja Pegawai Monitof-i.n.g,Ev?luas.!i,d cvaluas-i dan penilaian kinerja e 1 Dokamen Tw2=- Rp 2,885,000 | erencanaan
Daerah an Penilaian Kinerja |pegawai
Pegawai Trw 3 = 1 Dokumen Trw 3 = Rp 2,885,000
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 4,325,000
|Pendidikan dan Pelatihan ‘Terlaksananya Jumlah Pegawai Berdasarkan [Trw 1= 0 Orang Trw 1= Rp - |Kasubbag Umum &
Pegawai Berdasarkan Tugas |Pendidikan dan 'Tugas dan Fungsi yang Trw 2 = 2 Orang Trw 2 = Rp 10,000,000 |Perencanaan
dan Fungsi Pelatihan Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Trw 3 = 4 Orang Trw3= Rp 20,000,000
Berdasarkan Tugas  [Pelatihan Trw 4 = 4 Orang Trw4 = Rp 20,000,000
Administrasi Umum Penyediaan Komponen Tersedianya Jumlah Paket Komponen Trw 1 = 1 Paket Trw 1 = Rp 1,772,000 |Kasubbag Umum &
Peranghkat Daerah Instalasi Listrik/Penerangan |Komponen Instalasi  |Instalasi Listrik/Penerangan Perencanaan
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan  |Bangunan Kantor yan, Trw 2 = L Paket Trwd= Rp 1,772,000
Bangunan Disediakan H‘N!'ﬁ " b '!' Paket Trw3= Rp 3,062,000
Kanter Trw 4 = 2 Paket Trw4= Rp 3,062,000
Penyediaan Barang Cetakan |Tersedianya Barang |Jumlah Paket Barang Cetakan |Trw 1 = 1 Paket Trw 1 = Rp 3,270,000 |Kasubbag Umum &
dan Penggandaan Cetakan dan dan Penggandaan yang Trw 2 = 2 Paket Trw 2 = Rp 8,880,000 |Perencanaan
Penggandaas Disedialoan Trw 3 = 4 Paket Trw3= Rp 13,770,000
Trw 4 = 4 Paket Trw 4 = Rp 18,210,000
Penyediaan Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Jumlah Dokumen Bahan Trw 1 = 6 Dokumen Trw 1 = Rp 1,575,000 |Kasubbag Umum &
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan |Bacaan dan Peraturan - Perencanaan
undangan Perundang-undangan |Perundang-Undangan yang Trw 2 = 6 Dokumen Trw2= Rp 3,150,000
Disediakan Trw 3 = 6 Dokumen Trw 3 = Rp 4,725,000
Trw 4 = 6  Dokumen Trw4= Rp 6,300,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu  |Terlaksananya Jumlah Laporan Fasilitasi Trw 1 = 0 Laporan Trw 1 = Rp - |Kasubbag Umum &
Fasilitasi Kunjungan |Kunjungan Tamu Trw 2 = 6 Laporan Trw 2 = Rp 2,085,000 |Perencanaan
T
o Trwd = 9 Laporan Tw3= Rp _ #050,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 6,360,000
Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Jumlah Laporan Trw 1 = 3 Laporan Trw 1 = Rp 6,845,000 |Kasubbag Umum &
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rapat . Trw 2 = 3 Laporan Trw 2 = Rp 52,089,000 |Perencanaan
SKPD Rapat Koordinasi dan |Koordinasi dan Kensultasi -
Konsultasi SKPD Trw 3 = 9 Laporan Trw 3 = Rp 64,649,000
SKPD Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 75,834,000
Pengadaan Barang Milik |Pengadaan Peralatan dan Tersedianya Perlatan |Jumlah Unit Peralatan dan Trw 1 = 3 Unit Trw 1 = Rp 28,000,000 |Kasubbag Umum &
Daerah Penunjang Urusan |Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan = . - Perencanaan
Pemerintah Daerah Trw 2 3 Unit Trw 2 Rp 28,000,000
Trw 3 = 3 Unit Trw 3 = Rp 28,000,000
Trw 4 = 3 Unit Trw4= Rp 28,000,000
T per - i From——r 2 1 Py — PYWYY [T 7]
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Terlaksananya surat [Jumlah Laporan Penyediaan e 2 = 6 Laporen Tw2- Rp 1,260,000 subbag Umum &

Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Menyurat

menyurat

Jasa Surat Menyurat

Perencanaan




Keuangan Per triwnlan
Sasaran Sub Kinerja Per triwulan Akumulatif Nama Jabatan

No | Sasaran Strategis Program Keglatan Sub Kegiatan Eegiatan Indikator Sub Kegiatan Akumulatif P manping Sl
Target Target
Trw 3 = 9 Laporan Trw 3 = Rp 1,260,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 1,960,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, | Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Trw 1| = 3 Laporan Trw 1 = Rp 5,730,000 |Kasubbag Umum &
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumberd |Jasa Komunikasi, Sumber Daya Perencanaan
R A Trw 2 = 6 Laj Trw 2 = R 11,770,00
aya Air dan Listrik Air dan Listrik yang Disediakan it ciocbar il 70,000
Trw 3 = 9 Laporan Trw 3 = Rp 17,500,000
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 22,615,000
Penyediaan Jasa Pelayanan |Terselenggaranya Jumlah Laporan Penyediaan Trw 1 = 3 Laporan Trw 1= Rp 22,265,100 |Kasubbag Umum &
Umum Kantor Pelayanan Umum Jasa Pez\‘;a:mn Umum Kantor [Trw?2 = 6 Laporan Trw 2 = Rp 42,610,100 Perencanaan
. Disedi
Kaatar vang Disediakan Trw 3 = 9 Laporan Trw3= Rp 72,328,400
Trw 4 = 12 Laporan Trw 4 = Rp 96,498,400
Pemeliharaan Barang Penyediaan Jasa Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Trw 1 = 3 Unit Trw 1 = Rp 42,400,000 |Kasubbag Umum &
:m.k Daerah Penunjang |Pemeliharaan, Biaya o kendaraan bc(rlmotor Operasional atau [.apda:zan Tew 2 = 6 Unit Trw2 = Rp 59,000,000 |Perencanaan
rusan Pemerintahan Pemeliharaan, dan Paj yang terawat dan yang Dipelihara dan dibayarkan = - =
Daerah Kendaraan Operasional atau |terpelihara Pajak dan Perizinannya Tre 3= 8 Uit Trw 3 = Rp 77,600,000
Lapangan Trw 4 = 10 Unit Trw 4 = Rp 100,400,000
Pemeliharaan Peralatan dan |Tersedianya Peralatan [Jumlah Peralatan dan Mesin Trw 1 = 1 Unit Trw 1 = Rp 270,000 |Kasubbag Umum &
Mesin Lainnya dan Mesin yang Lainnya yang Dipelihara Trw 2 = = Unit Trw 2 = Rp 5,070,000 Perencanaan
terawat dan -
terpeliharan Trw 3 = 9 Unit Trw 3 = Rp 7,910,000
Trw 4 = 11 Unit Trw4=  Rp 7,910,000
Pemecliharaan / Rehabilitasi |Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Trw 1 = 0 Unit Trw 1= Rp - |Kasubbag Umum &
Gedung Kantor atau Bangunan yang Be_mgfman La.innya yang Trw 2 = 2 Unit Trw 2 = Rp 9,450,000 Perencanaan
Bangunan Lainnya terawat dan Dipelihara/Direhabilitasi
terpelihara Trw 3 = 2 Unit Trw 3 = Rp 9,450,000
Trw 4 = 2 Unit Trw 4 = Rp 9,450,000
PROGRAM Pelay Perizi dan |Penyedi Pelayanan Tersedianya Jumlah Pelaku Usaha yang Trw 1 = 800 Pelaku Usaha Trw 1 = Rp 171,441,400 |Analis Kebijakan Ahli
PELAYANAN Non Perizinan Secara Perizinan Berusaha melalui  |Pelayanan Perizinan |Mendapatkan Pelayanan Muda
PENANAMAN MODAL |Terpadu Satu Pintu Di Sistemn Perizinan Berusaha melalui Perizinan Trw 2 = 1200 Pelaku Usaha Trw2 = Rp 243,055,900
Bidang odal Berusaha Berbasis Risiko |Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem e 300 Polake Useha W3-  Rp 280,614,800
Yang Menjadi Terintegrasi secara Elektronik |Berusaha Berbasis  [Perizinan
Eewenangan Daerah Risiko Terintegrasi Berusaha Berbasis Risika Trw 4 = 2200 Pelaku Usaha Trw 4 = Rp 309,394,800
Kabupaten/Kota secara Elektronik Terintegrasi secara Elektronik
Penyediaan dan pengelolaan |Tersedianya dan Jumlah Pelaku usaha yang Trw 1 = 25  Pelaku Usaha Trw 1 = Rp 5,740,000 Analis Kebijakan Ahli
Layanan konsultasi perizinan |terkelolanya Memperoleh Layanan i Muda
berusaha Layanan Konsultasi  |Konsultasi Perizinan Berusaha Trw 2 = 50  Pelaku Usaha Trw 2 = Rp 14,505,000
berbasis risiko terhadap melalui Sistem Perizinan T
Perizinan Berusaha Berusaha Berbasis Risiko Trw 3 = 100 Pelaku Usaha Trw 3 =
melalui Sistern Terintegrasi secara Elektronik Rp 19,100,000
Perizinan Berusaha Trw 4 = 150 Pelaku Usaha Trw4= Rp 23,000,000
Berbasis Risiko
Pemantauan, analisis, Terlaksananya Jumlah Kegiatan Usaha yang [Trw 1 = 10 Kegiatan Usaha |Trw 1= Rp 7 245.000 Analis Kebijakan Ahli
evaluasi, dan pelaporan di pemantauan, analisis, |mendapat pemantauan, - £ Muda
bidang perizinan berusaha |evaluasi, dan analisis, evaluasi, dan Trw 2 = 14 Kegiatan Usaha |Trw 2 = Rp 21,538,000
berbasis risiko pelaporan di bidang  |pelaporan di bidang perizinan U
perizinan berusaha  |berusaha berbasis risiko Lintas |Trw 3 = 18  Kegiatan Usaha |Trw 3 =
berbasis risiko Daerah Kabupaten/Kota bagi Rp 31,985,000
Lintas Daerah |Kegiatan Usaha Dari Pelaku [0 25  Kegiatan Usaha  |Trw 4 =

Kabupaten/Kota bagi |Usaha
Kegiatan Usaha dari
Pelaku Usaha

Rp 38,575,000
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Sasaran Sub Kinerja Per triwulan Akumulatif Maina Jabatan
Sasaran Strategis Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Akumulatif
Kegiatan Penanggung Jawab
Target Target
Meningkatnya PROGRAM Pembuatan Peta Potensi |Penyusunan Rencana Umum |Tersusunnya Jumlah Peraturan Daerah Trw 1 = 0 Dokumen Trwl= Rp 2,542,000 [Asesor Manajemen Mutu
Jumlah Investasi |PENGEMBANGAN Investasi Penanaman Modal Daerah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Industri Ahli Muda
di Lampung Barat |IKLIM PENANAMAN Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota (Perda) Rencana Penanaman Modal Daerah Trw 2 = 0 Dokumen Trw 2 =
MODAL Umum Penanaman Kabupaten /Kota Rp 8,669,500
Modal Daerah e T = =y
; ‘ = okumen y3 =
Kabupaten/Kota Rp 83,932,000
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 = Rp 84,944,500
PROGRAM PROMOSI | Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp - |Asesor Manajemen Mutu
PENANAMAN MODAL |Pr si P P i Per Modal |Kegiatan Promosi Kegiatan Industri Ahli Muda
Modal yang menjadi Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Trw 2 = 1 Dokumen Trw 2 =
kewenangan daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Rp 450,000,000
/ Trw 3 = 1 Dok Trw 3 =
e ORI “  Rp 450,000,000
Trw 4 = 1 Dokumen Trw 4 =
Rp 450,000,000
PROGRAM Pengendalian Peny 1 Per lahan [Terlaksananya Jumlah Penyelesaian Trw 1 = 1 Kegiatan Usaha |Trw 1= Rp 2,590,000 |Asesor Manajemen Mutu
PENGENDALIAN Pelak P dan Hambatan yang dihadapi | Penyelesaian Permasalahan Industri Ahli Muda
PELAKSANAAN Modal yang menjadi Pelaku Usaha dalam Permasalahan dan dan Hambatan yang dihadapi s
5 Trw 2 = K t: ha 2=
PENANAMAN MODAL | ke gan daerah merealisasikan Kegiatan Hambatan yang Pelaku Usaha dalam i 2 egiatan Usaba  |Trw Kp. 8590000
kabupaten/kota Usahanya dihadapi Pelaku merealisasikan
Usaha dalam Kegiatan Usahanya Trw 3 = 4 Kegiatan Usaha |Trw3 = Rp 17,110,000
merealisasikan
Kegiatan Usahanya Trw 4 = 6 Kegiatan Usaha |Trw4= Rp 18,990,000
Bimbingan Teknis Kepada Terlaksananya Jumlah Kegiatan Usaha dari Trw 1 = 50  Pelaku Usaha Trw 1 = Asesor Manajemen Mutu
Pelaku Usaha Bimbingan Teknis/  |Pelaku Rp 29,133,500 |industri Ahli Muda
Sosialisasi Usaha yang Telah Dianalisa dan
Implementasi Diverifikasi Data, Profil dan Trwd 100 Pelalou Usaha Trw 2 Rp 87,408,000
Perizinan Informasi Kegiatan Usaha dari |Trw 3 = 100 Pelaku Usaha Trw3 = Rp 87,408,000
Perizinan Berusaha Pelaku
Berbasis Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Trw 4 = 100 Pelaku Usaha Trw 4 = Rp 87,408,000
Pengawasan Penanaman Terlaksananya Analisa|Jumlah kegiatan usaha dari Trw 1 = 0 Kegiatan Usaha [|Trw 1 = Rp 820,000 |Asesor Manajemen Mutu
Modal dan Verifikasi pelaku usaha yang telah - Industri Ahli Muda
Data, Profil dan dianalisa dan diverifikasi data |7 2 = 3 KegiatanUsaha |Tw2= o0 5440,000
Informasi Kegiatan profil dan informasi kegiatan
Usaha dari Pelaku usaha dari pelaku dilakukan Trw 3 = 8 Kegiatan Usaha [Trw 3 = 5 230,000
Inspeksi evaluasi penilaian kepatuhan B 16,230,
Lapfmgan terhadap pelaksanaan perizinan Trw 4 = 11  Kegiatan Usaha [Trw4 = Rp 18,920,000
Kegiatan serta bernsaha
PROGRAM Pengelolaan Data dan Pengolahan, penyajian dan  |Tersedianya Data dan |Jumlah Data dan Informasi Trw 1 = 0 Dokumen Trw 1 = Rp 3,777,500 |Asesor Manajemen Mutu
PENGELOLAAN DATA |Informasi Perizinan dan |pemanfaatan data dan Informasi Perizinan  |Perizinan Berbasis Sistem Trw 2 = 0 Dokumen Trw 2 = Industri Ahli Muda
DAN SISTEM Nonperizinan yang informasi perizinan dan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Rp 14,155,000
INFORMASI terintegrasi pada tingkat |nonperizinan berbasis sistem |Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara  [oy s 0 Dokamen Tw3=  Rp 21,122,500
PENANAMAN MODAL |daerah kabupaten/kota |pelayanan perizinan Perizinan Berusaha |Elektronik yang Diolah, Dikaji - Lniel
berusaha terintegrasi secara |Terintegrasi secara dan Dimanfaatkan W4 = 1 Dokumen Trwd4= Rp 34,000,000
elektronik Elektronik yang
Liwa, 6 Januari 2025
PIt. Kepala Dinas




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU
JI. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp/ Faks (0728) 21246
Website. hitps./pmptsp.lampungbaratkab.go.id/ Pos-el :Qerizingn.Iamgungbargtkab@gmgﬁ.ggm

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Ir. SUGENG RAHARJO, MT

Jabatan . PIt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NUKMAN

Jabatan . Pj. Bupati Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak

pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 6 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama.

NUKNA

Utam.
NIP.19650916 199402 1 002




Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran @ 2025
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) () (4)
1 |Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah Jumlah Investasi PMDN/PMA Rp104.640.000.000
(Sembilan Puluh Sembilan Miliyar Tujuh
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
i i iz Indeks K Kat (IKM B5:Poxnt
2 |Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan ndeks Kepuasan masyarakat (IKM)
(PREDIKAT A )
Anggaran
PROGRAM - Ket
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 2.342.672.000,00 APBD-Dana Alokasi Umum
2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Rp 84.944.500,00 Dana Baai Hasil
3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rp : 450.000.000,00 _ R TR Dana Baai Hasil
4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rp 370.969.800,00 Dana Baai Hasil
5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rp 125.318.000,00 Dana Baai Hasil
6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMAS! PENANAMAN MODAL Rp 34.000.000,00 Dana Baai Hasil
JUMLAH Rp 3.407.904.300,00

Pj. Bupati Lampung Barat

NUKMA N

Liwa, 6 Januari 2025

Pit. Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lampung Barat

P T

I.SUGENG RAHARJO, MT
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19650916 199402 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU
JI. Teratai No. 2 Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Barat 34811
Telp/ Faks (0728) 21246
Website. htips /pmpisp lampungbaratkab.go.id/ Pos-el :perizinan.lampungbaratkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajeman pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama . Ir. ROBERT PUTRA, S. ST.,M.T.

Jabatan © Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . PAROSIL MABSUS i
Jabatan . Bupati Kabupaten Lampung Barat
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai dengan lampiran perjanjian ini  dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

-

; pd ) Liwa. 13 Oktober 2025
Pihak Kedua, .~ Pihak Pertama,
BUPATILAMPUNG BARAT, |
J

—

f MABSUS Ir. ROBERT PUTRA, S. ST..M.T.
4

Pembina Tk.l/ IV.b
NIP.19800625 200212 1 002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun Anggaran  : 2025

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1 (2) @) (4)

1 |Meningkatnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif Jumilah Investasi PMDN/PMA Rp104,640,000,000

(Seratus Empat Milyar Enam Ratus Empat
Puluh Juta Rupiah)

2 |Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) 83 Pont
(PREDIKAT A
An
PROGRAM GORERD Ket

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 2,105,490,898.00 APBD-Dana Alokasi Umum
2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Rp 76,160,000.00 Dana Baaqi Hasil

3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Rp 398,773,600.00 Dana Bagi Hasil

4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rp 81,560,500.00 Dana Bagi Hasil

5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Rp 14,585,000.00 Dana Bagi Hasil

JUMLAH Rp 2,676,569,998.00

3 Liwa, 13 Oktober 2025

BUPAT' LAMPUN’G/éARAT// Pihak Pertama

! —
g F i —
r 4 L~ ) » B
et

MABSUS ir. ROBERT PUTRA, S. ST.M.T.
Pembina Tk.l1/IV.b
NIP.19800625 200212 1 002




